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Menimbanpl a. bahwa pelubahan sistem politik dalam negeri berupa
berkembangnya denlokrasi dan penerapan desentralisasi, serta
perubaha{ cepat di kawasan negara tetangga dan dunia sebagai

akibat globalisasi, mcnuntut Pemerintah Rep[blik lndonesia
untuk dapat melahilkan kebijakan,kebijakan publik yang iepat
sasai?n dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi;

b. bahwa dalan i.ltnska mengkaji Jan menyiapkan rekomendasi
kebiiakan terkait denga upaya menghasilkan kebijaken,
kebijakan publik yant fepat sasaran dan mempunyai daya
adapiasi yanS tinggi scbagaimana dimaksud dalam hurul a, per.lu

dilakukan ke5liatan Prakarsa Str.aiegis Retbrmasi Pen-qelolaall

Prcses Kebijaken Publik di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan peniftbangall s.bagaimana dinaksud dalam
huruf a da11 b, perlu mentberrtuk Tim ['rakersa Slrategis
Reformasi Pengelolaall Proses (ebijakan Publik di Indonesia;

d. bahwa pcjabat dan pegawai yanS ilantaflya tercantum dalanl
Larnpiran Keputusan i11i dipandanli ntdmpu utrtuk melakukari
tugas sebata, antgota Tirn Prakarsa Sirategis Refofinasi

fengelolaan Proses Kebijakan Publik Ji Ildonesia;

Mengintai
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MenSingat

Menefapkafl

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42EG);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tefltaflg Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahu 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor,142 I );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 te{tan8 Rercana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005,2025 (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tarnbahan
l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700);

4. Per4turan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan
Perercanaan PembanSurran Nasional;

5. Pelaturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tehtang Pembeniukan
dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembargutan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor PER.O04lM.PPN/09/2007 tefliAng Pedoman Penyusunan

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kemeflterian
NeSara PerEncanaan PembanSunan N4sional /Badan Perencana n
Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencar'raan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

PembangLrnan Nasioral Noft or PER.003/M.PPN/09,/200E;

7. Peratnrar Mellteri NeSara Per€ncanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor PER. 005/M.PPN/ 10/2OO7 tentaflg Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian NeSara Perrncaflaan Pembangunan

Nasional/Eadan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN

KIPUTUSAN MENIIRI PERENCANAAN PENIBANGIJNAN

NASIONAI,/KXPAI.\ BADAN PDRENCANAAN PEMBANGIJNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS

RXIORMASI PENGELOLAAN PROSf,S KEBIJAKAN ruBUK DI
INDONESIA.

PERTAAtrA
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KEDIIA

KEEMPAT

KEINAT,I

KT1'LUUH

Membentuk Tim Prakarsa Strategis Refbrmasi pengelolaan Blses
Kebijakafl Publik di Indonesia yang selanjutnya disebut Tim prakarsa

Sfrategis, denSan susunarl keanggotaaa sebagaimana teNebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim Prakarsa Strategis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim penlIlsun

Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Focus Gtoup Discuss;on (tcD), dan
TenaSa Pendukrng.

Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan,
mengawasi, membimbing, da11 m€ma11tau kemajuan dan memberi
sa,ran pefiecahan atas permasalahan pelaksanaafl kegiatan.

TPRK mempunyai tusas:

a. menganalisis proses perencanaan dan peran Bappenas sebagai

lefibaga think tank dan W(dorong sinerSi Pusat dan Daerah
dalam menyikapi berbagai perubahan dan tantangall yang
dihadapi baik dari dalam dan ltta4

b. menyusun masukan dan rekomendasi Lrntuk penguatan peran
Bappenas untllk mendukung pemantap4n pengelolaan pioses

kebijakan publik;
c. mengembangkan serta mensosialisasikan rekomendasi

sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan stakeholden; dan

d. melaporkan hasil pelakanaan keSiatan kepada Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pemban8ullan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

FGD nlempunyai tugas memberikan masuken dari berbagai aspek

untuk penguatan kapasitas kelembagaan kebijakan strategis di
Illdonesia.

Tenaga Pendukung bertugas memberikan dukungan pelaksanaan

ke.giatan Tim Prakarsa Stralegis.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Prakarsa StrateSis dibebankan pad.a Anggat?n Pendapatafl dan Belanja

NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anlgaran 2010.

KNDII,APAN,

KITIGA

KELIMA
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Kt]DEIAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan b€rlaku surLrt

sejak I4Jahuari 2010.
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6. Kepala Binc Hukum, Bappenas;
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SUSUNAN KXANGGOTAAN TIM PRAKAXSA STRATEGIS
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